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PEMERINTAH   KOTA   BANDUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 
JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG 

 

SALINAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR: 460/Kep. 387-Dinsosnangkis/2020 

TENTANG 

PENUNJUKAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk 

SEBAGAI PENYALUR BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL 

 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DI KOTA BANDUNG 

 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang : a.  bahwa untuk membantu perekonomian masyarakat 

miskin dan tidak mampu yang tercantum dalam Data 

Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) dan non DTKS 

terdampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 yang 

tidak mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu 

untuk diberikan bantuan sosial sesuai kemampuan 

daerah; 

b.  bahwa untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

dilakukan kerja sama dengan lembaga penyalur yang 

berkompeten dan ditetapkan dengan Keputusan Wali 

Kota; 

c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 

Banten, Tbk. Sebagai Penyalur Bantuan Jaring 

Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Desease 2019 di Kota Bandung;   

  Mengingat … 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 

Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan 

Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 

(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6485); 

6. Peraturan … 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487); 

7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (Covid- 19); 

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 13); 

Memperhatikan : Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan 

Penanganan Virus Corona Disease 2019 di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   

KESATU  :  Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten, Tbk. Sebagai Penyalur Bantuan Jaring 

Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 Di Kota Bandung. 

KEDUA   :  Penunjukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten, Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum 

KESATU ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama 

antara Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan 

Kemiskinan Kota Bandung dengan PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Kota 

Bandung. 

KETIGA : Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KEDUA, meliputi: 

a. penyaluran bantuan jaring pengamanan sosial; 

b. penyediaan sarana dan prasarana; 

c. kewajiban penyampaian laporan; 

d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang 

harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai 

dengan perjanjian; dan 

e. tata cara penyelesaian perselisihan. 

 

KEEMPAT … 
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KEEMPAT : Biaya Pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Bandung Tahun Anggaran 2020. 

KELIMA    : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

  

Ditetapkan di Bandung 

pada tanggal 11 Mei 2020 

WALI KOTA BANDUNG, 

   TTD. 

      ODED MOHAMAD DANIAL 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM  

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 

 
 

 

 
 

H. BAMBANG SUHARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19650715 198603 1 027 

 

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth: 

1. Gubernur Jawa Barat; 

2. Wakil Wali Kota Bandung; 

3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung; 

5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

6. Inspektur Kota Bandung; 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung; 

8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung; 

9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung; 

10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung; 

11. Para Camat se-Kota Bandung; 

12. Para Lurah se-Kota Bandung. 
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